PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)

Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara,;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

Menetapkan

dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.

Bupati adalah Bupati Pasangkayu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Pasangkayu.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam

penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,

dan pembiayaan daerah.



Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025

direncanakan sebesar Rp 936.988.699.174,- ( sembilan ratus

tiga puluh enam miliar semilan ratus delapan puluh delapan

juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh

puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

pendapatan asli daerah;
pendapatan transfer;

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp87.791.828.383
(delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh
satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus
delapan puluh tiga Rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di

pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp43.613.471.234 (empat puluh
tiga miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus tujuh
puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp6.525.300.000 (enam
miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
Hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp3.146.110.906, (tiga milyar
seratus empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu
sembilan ratus enam rupiah).
Lain-lain  pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp34.506.946.243 (tiga puluh



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

empat miliar lima ratus enam juta sembilan ratus empat

puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b direncanakan sebesar Rp841.013.574.526
(delapan ratus empat puluh satu miliar tiga belas juta lima
ratus tujuh pulu empat ribu lima ratus dua puluh enam
rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah;
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp819.703.917.000 (delapan ratus sembilan belas miliar
tujuh ratus tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu
rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp21.309.657.526 (dua puluh satu miliar tiga ratus
sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus

dua puluh enam rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp8.183.296.265 (delapan miliar seratus delapan puluh
tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus
enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan hibah;
b. dana darurat; dan
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar RpS500.000.000 (Lima
ratus juta rupiah).
Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).



(1)

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp7.683.296.265,- (tujuh miliar enam ratus delapan
puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu

dua ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 7

Anggaran  belanja daerah Tahun  Anggaran 2025

direncanakan sebesar Rp956.185.642.597,- (sembilan ratus

lima puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta enam

ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh

rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

belanja operasional;
belanja modal;
belanja tidak terduga; dan

belanja transfer.

Pasal 8
Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp611.393.073.402 (enam ratus sebelas miliar tiga
ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu
empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. Dbelanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f.  belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp330.344.599.380 (tiga
ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh empat juta
lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan
puluh rupiah).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar



(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Rp267.760.957.569 (dua ratus enam puluh tujuh miliar
tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh
tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp13.047.516.453,- (tiga
belas miliar empat puluh tujuh juta lima ratus enam belas
ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp240.000.000,-
(Dua Ratus Empat Puluh Juta rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp231.229.047.471,- (dua ratus tiga puluh satu miliar dua
ratus dua puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu
empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah.
b. belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal bangunan dan gedung.
d. Dbelanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
f.  Belanja Modal Aset Lainnya.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.044.891.500,-
(satu miliar empat puluh empat juta delapan ratus
sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp25.745.546.903,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus
empat puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu

sembilan ratus tiga rupiah).



(4)

(5)

(6)

(7)

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp70.423.160.451,- (tujuh puluh miliar empat ratus dua
puluh tiga juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima
puluh satu rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp129.337.404.680,- (seratus
dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh
juta empat ratus empat ribu enam ratus delapan puluh
rupiah).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp706.479.287,- (tujuh ratus enam juta empat ratus
tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh
tujuh rupiah).

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp3.971.564.650,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh
puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu enam

ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,-

(Dua Milyar rupiah).

(1)

(2)

Pasal 11
Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar
Rp111.563.521.724,- (seratus sebelas miliar lima ratus
enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh
ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp4.583.877.124 (empat



miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus
tujuh puluh jutuh ribu seratus dua puluh empat rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp106.979.644.600 (seratus enam miliar sembilan ratus
tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh
empat ribu enam ratus rupiah).
Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025
direncanakan sebesar Rp22.196.943.423 (dua puluh dua
miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat
puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri
atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan

pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
(1) Anggaran  penerimaan pembiayaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp22.196.943.423 (dua puluh dua miliar seratus sembilan
puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu
empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
dan
f.  penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp22.196.943.423,- (dua puluh
dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan
ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga

rupiah).



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp,-
(terbilang).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Penerimaan  pembiayaan lainnya  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp,- (terbilang).

Pasal 14
Anggaran  pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp3.000.000.000,- (tiga milar rupiah), yang terdiri
atas:
pembentukan dana cadangan;

a.
b. penyertaan modal daerah;

o

pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

o

pemberian pinjaman daerah; dan

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp,-

(terbilang).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,-

(tiga milar rupiah).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).



(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp,-
(terbilang).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
surplus/(defisit) sebesar Rp19.196.943.423,- (sembilan
belas miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan
ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga
rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih
penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan direncanakan sebesar Rp19.196.943.423,-
(sembilan belas miliar seratus sembilan puluh enam juta
sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua

puluh tiga rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak,
dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan Anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran
2025.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau



(3)

(4)

C.

kerusakan sarana/prasarana yang dapat

mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a.

kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan
dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

belanja daerah yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib;

pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

pengeluaran daerah lainnya yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi Pemerintah  Daerah  dan/atau

masyarakat.

Pengeluaran untuk keadaan Darurat sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria:

a.

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya, misalnya bencana alam dan bencana
sosial;

tidak diharapkan terjadi berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah; dan

memiliki dampak yang signifi terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

keadaan darurat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.

Lampiran I Ringkasan APBD yang

diklasifikasi menurut akun, kelompok,



2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

jenis, objek, dan rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi.

Rincian @ APBD menurut wurusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek  pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.

Rekapitulasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan beserta hasil dan sub
kegiatan beserta keluaran.

Rekapitulasi  belanja  daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintah daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara.
Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan
SPM.

Sinkronisasi program pada
RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD.
Sinkronisasi program, kegiatan dan
sub kegiatan pada RKPD dan PPAS
dengan Rancangan APBD.

Sikronisasi Program Prioritas Nasional

dengan Program Prioritas Daerah.
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan

dan per Jabatan.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 19
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pasngkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI

YAUMIL AMBO DJIWA



